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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc221921015][bookmark: _Toc226582073]Latar Belakang 
Penyelenggaraan instansi pemerintahan di Indonesia menuntut adanya transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja seiring dengan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejalan dengan tuntutan akuntabilitas terhadap instansi publik, pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh instansi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja yang disusun secara transparan dan akuntabel (Eprianto et al., 2023). Pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik dituntut mampu menunjukkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui pengelolaan program dan kegiatan yang terukur, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pengelolaan sumber daya publik.
 Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit kerja pemerintahan, kementerian, serta lembaga negara lainnya mendorong seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah, untuk menyusun perencanaan strategis, melakukan pengukuran kinerja secara sistematis, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada publik (Setyowati et al., 2021). Perencanaan dan pengukuran kinerja tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara objektif dan terukur. Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada publik berperan sebagai sarana transparansi dan evaluasi kinerja, sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintahan. Untuk menjamin tanggung jawab akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dibuat kerangka tanggung jawab yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pemerintah mengembangkan suatu sistem pengukuran kinerja yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan pelaporan kinerja dan selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan (Wina Stephani & Efa Yonnedi, 2024). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencakup beberapa tahapan utama, yaitu penyusunan rencana strategis, penetapan Perjanjian Kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, penyusunan laporan kinerja, serta pelaksanaan reviu dan evaluasi kinerja. Akuntabilitas kinerja dalam konteks ini merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem semata, tetapi juga perlu didukung oleh berbagai faktor pendukung, seperti pemahaman terhadap akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai agar informasi kinerja yang disajikan tidak mengandung kesalahan, bersifat andal, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pemahaman aparatur terhadap akuntansi pemerintahan. Pemahaman ini menjadi dasar bagi aparatur dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta laporan kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Setyowati et al. (2024) Sumber daya manusia dikatakan memiliki pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan apabila memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan proses akuntansi hingga menghasilkan informasi keuangan dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap berpedoman pada prinsip serta standar penyusunan laporan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman resmi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah.
Selain pemahaman akuntansi pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. SPI berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, tujuan organisasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setyaningrum & Haryanto (2024) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Pengendalian internal dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang meliputi kegiatan pengawasan, pengarahan, dan pengukuran terhadap pemanfaatan sumber daya organisasi. Melalui penerapan pengendalian internal yang efektif, instansi pemerintah dapat mencegah terjadinya kecurangan (fraud) serta memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, tetap terkelola dan terlindungi dengan baik.
Kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yursrawati & Cahyanti (2016) menegaskan bahwa kapasitas merupakan karakteristik yang melekat pada individu yang mencakup keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kapasitas dipandang sebagai faktor mendasar yang menentukan kemampuan seseorang dalam mencapai kinerja yang optimal. Pegawai yang memiliki keterbatasan pengetahuan cenderung mengalami hambatan dalam pelaksanaan tugas, yang pada akhirnya dapat menyebabkan inefisiensi penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya. Keterampilan merupakan bagian dari kapasitas yang diperoleh melalui proses pelatihan dan pengalaman kerja, yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Sehingga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkelanjutan.
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk mampu beradaptasi dan menyusun strategi yang tepat guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang memuat capaian program dan kegiatan. Penilaian akuntabilitas kinerja dilakukan melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Ringkasan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam tabel berikut.
[bookmark: _Toc222429561]Tabel 1. 1 Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
	Tahun
	Hasil Evaluasi
	Kategori

	2020
	79,15
	BB

	2021
	79,21
	BB

	2022
	74,80
	BB

	2023
	80,40
	A


Sumber : Data Olahan 2026
Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020–2023, nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan perkembangan yang cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai akuntabilitas kinerja berada pada kategori BB (Sangat Baik) dengan nilai masing-masing sebesar 79,15 dan 79,21. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai menjadi 74,80 meskipun masih berada pada kategori yang sama. Namun, pada tahun 2023 nilai akuntabilitas kinerja kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 80,40 dengan kategori A (Memuaskan), yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi. 
Meskipun telah mencapai nilai yang memuaskan, masih terdapat beberapa perbaikan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan, terutama pada pencapaian komponen, subkomponen, dan kriteria penilaian yang nilainya belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditunjukkan dengan capaian nilai penjamin kualitas SPIP sebesar 3,20 dari target 3,50 atau 91,43%, serta penyelenggaraan SPIP yang belum memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kinerja, serta data dukung atas penilaian kinerja yang belum dibuat baku sesuai dengan pedoman yang berlaku juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang baik, namun akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang di lakukan oleh Rizki & Rialdy (2023) yaitu Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan variabel penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada variabel pemahaman akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu, objek penelitian dialihkan secara khusus pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang hingga saat ini masih relatif terbatas diteliti dalam konteks akuntabilitas kinerja.
	Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
[bookmark: _Toc221921016][bookmark: _Toc226582074]Rumusan Masalah
 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah pemahaman akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur?
3. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur?
4. Apakah pemahaman akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kapasitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur?
[bookmark: _Toc221921017][bookmark: _Toc226582075]Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
[bookmark: _Toc221921018][bookmark: _Toc226582076]Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas instansi pemerintah berdasarkan perspektif teori keagenan.
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah, khususnya melalui peningkatan pemahaman akuntansi pemerintah, penguatan sistem pengendalian internal, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
b. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, serta dapat dijadikan dasar pengembangan penelitian dengan menambahkan variabel lain, memperluas objek penelitian, atau menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang berbeda.
[bookmark: _Toc221921019]
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[bookmark: _Toc226582077]BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc221921020][bookmark: _Toc226582078]Landasan Teori 
2.1.1. [bookmark: _Toc226582079]Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan (Agency Theory) menggambarakan hubungan kontraktual antara satu orang atau lebih (principal ) dan memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa yang kemudian mempercayakan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini berasumsi bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara tingkat kepuasan dan keberhasilan organisasi. Keberhasilan organisasi mencerminkan tercapainya optimalisasi utilitas baik dari kelompok prinsipal maupun agen (Rantepulung et al., 2023). Sehingga hubungan kontraktual tersebut menempatkan agen sebagai pihak yang harus bertindak sesuai dengan tujuan organisasi dan kepentingan prinsipal, yang mengharuskan adanya mekanisme pengendalian untuk memastikan keselarasan tindakan agen dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Teori keagenan menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen yang diberikan amanah untuk menjaga kepercayaan publik serta memiliki kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban melalui penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh aktivitas yang berada dalam tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah yang berhak menuntut akuntabilitas. Dalam perspektif teori keagenan, pelaksanaan hubungan tersebut kerap dihadapkan pada perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau permasalahan keagenan (Sumaryati et al., 2020). 
Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang menerima amanah (agen) untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya melalui penyajian, pelaporan, serta pengungkapan informasi kepada pihak pemberi amanah (prinsipal), yang memiliki hak dan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2021). Oleh karena itu, penyampaian informasi yang transparan dan andal menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan amanah yang diberikan.
Teori keagenan memberikan landasan bahwa semakin kuat mekanisme pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta semakin mampu pemerintah daerah menunjukkan hasil kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka semakin kecil potensi terjadinya masalah keagenan dan semakin tinggi tingkat akuntabilitas instansi pemerintah  sebagai agen di hadapan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat berperan sebagai prinsipal yang memberikan amanah kepada pemerintah daerah sebagai agen, termasuk Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karna itu, sebagai pihak yang menerima amanah, instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan kinerja yang akuntabel melalui pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, serta selaras dengan kepentingan publik.


2.1.2. [bookmark: _Toc226582080] Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Akuntabilitas berasal dari istilah accountability yang bermakna pertanggungjawaban. Akuntabilitas menggambarkan suatu kondisi dimana individu atau organisasi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan serta keputusan yang telah dilakukan dan siap untuk dimintai pertanggungjawaban (Gilby Sapulette, 2023). Konsep ini menekankan adanya hubungan antara pihak yang diberi amanah dan pihak pemberi amanah dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan. Kinerja dapat di artikan sebagai cerminan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam meraih tujuan suatu organisasi (Siahaan & Fachruzzaman, 2025). Dengan demikian, kinerja menjadi tolok ukur utama dalam menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi. Sementara itu, Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,  Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu intansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah di tetapkan melalui laporan kinerja intansi pemerintah yang disusun secara periodik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Konsep akuntabilitas kinerja merupakan salah satu ciri khas dalam mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Karima et al., 2021). 
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  merupakan aspek fundamental yang harus diwujudkan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan kinerja yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain itu, penerapan akuntabilitas kinerja yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas tata kelola dan penyelenggaraan instansi pemerintahan. Dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik, instansi pemerintah diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.
2.1.3. [bookmark: _Toc226582081]Pemahaman Akuntansi Pemerintah
Pemahaman akuntansi merupakan kemampuan individu dalam menguasai konsep, prinsip, dan proses akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan. Seseorang dinilai memiliki pemahaman akuntansi apabila mampu menguasai dan menerapkan proses akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan (Setyowati et al., 2024). Pemahaman ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis pencatatan, tetapi juga mencakup kemampuan menganalisis dan menyajikan informasi keuangan secara tepat. Selain itu, tingkat pemahaman akuntansi yang baik akan memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan serta mendukung pengambilan keputusan yang akuntabel.
Standar akuntansi merupakan konsep yang tidak terpisahkan dari praktik akuntansi dan banyak digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam sektor publik, pedoman tersebut diwujudkan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP bertujuan menciptakan keseragaman, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik guna menghasilkan informasi keuangan yang andal, dapat dibandingkan, serta mendukung evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Saridawati et al., 2025).  Di Indonesia, penerapan SAP secara resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, yang menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan pemahaman akuntansi pemerintahan yang memadai agar aparatur pemerintah mampu mempertanggungjawabkan kinerja dan pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan secara andal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Lilis (2021) dengan adanya Penerapaan SAP dalam menyusun laporan keuangan meningkatkan kualitas laporan keuangannya sehingga mampu menciptakan akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap SAP memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas informasi keuangan pemerintah. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi ketika mengerti dan paham bagaimana proses  akuntansi  itu  dilakukan  sampai  menjadi  suatu  laporan  keuangan. Pemahaman akuntansi pemerintah penting bagi aparatur yang bertugas di bidang akuntansi karena berperan dalam meminimalkan risiko kesalahan penyusunan laporan keuangan, yang pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip dan standar akuntansi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Bejo et al., 2022). 
2.1.4. [bookmark: _Toc226582082]Sistem Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan bersama seluruh pegawai dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wilhelmina et al., 2025). SPI berfungsi sebagai alat utama untuk menjamin pertanggungjawaban penggunaan sumber daya negara secara transparan, efisien, efektif, dan ekonomis kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Dengan adanya SPI, organisasi diharapkan mampu mengendalikan setiap aktivitas agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Sistem pengendalian internal pemerintah di atur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya penerapan pengendalian intern secara terintegrasi di seluruh unit kerja pemerintahan. Penerapan pengendalian intern yang terintegrasi tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian. Pengawasan Intern mencakup seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Melalui pengawasan intern, pemerintah dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang ditetapkan.
Sistem pengendalian intern yang efektif dapat tercermin dari keberhasilan pencapaian kinerja instansi melalui pengukuran kinerja, sehingga diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan (Saniya et al., 2025). Sebagai suatu sistem yang terintegrasi, SPIP terdiri atas beberapa unsur utama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang meliputi: 
1. Lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menciptakan perilaku positif dan kondusif bagi penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan kerja, dengan cara: a) mengedepankan integritas dan nilai-nilai etika; b) komitmen terhadap kompetensi; c) kepemimpinan yang kondusif; d) menetapkan struktur organisasi yang diperlukan; e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat: 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang sehat; g) Pelaksanaan peran aparat pengendalian intern pemerintah vang efektif; dan h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko, manajer kantor memiliki kewajiban melakukan penilaian risiko, termasuk a) indetifikasi risiko, dan b) analisis resiko.
3. Kegiatan Pengendalian, aktivitas pengendalian internal adalah pedoman dan prosedur yang dapat mernbantu memastikan penerapan pedoman mitigasi risiko yang diidentifikasi oleh badan publik yang bertanggung jawab selama proses penetapan harga risiko. Kegiatan pengendalian meliputi: a) penilaian kinerja badan otoritas; b) pengembangan SDM; c) pengendalian pengelolaan sistem informasi; d) kontrol fisik properti; e) definisi dan tinjauan indikator dan ukuran kinerja; f) pemisahan fungsi; g) mengesahkan transaksi dan peristiwa signifikan; h) pencatatan transaksi dan kejadian yang akurat dan tepat waktu; i) membatasi akses ke sumber daya dan file mereka; J) tanggung jawab atas sumber daya dan catatan; dan k) dokumentasi yang memadai dari sistem pengendalian internal, dan transaksi dan peristiwa penting
4. Informasi dan komunikasi harus dilakukan secara efektif. Untuk mengatur komunikasi yang efektif, manajemen badan pengatur harus, minimal: a) menyediakan dan menggunakan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; b) mengelola, mengembangkan, dan terus memperbarui sistem informasi.
5. Pemantauan Pengendalian Intern: a) pernantauan berkelanjutan b) evaluasi terpisah dan c) tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Sehingga keberadaan Sistem Pengendalian Internal menjadi landasan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, terkendali, dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Penerapan pengendalian internal yang berjalan secara konsisten melalui pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan diharapkan mampu meminimalkan penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan sumber daya negara.
2.1.5. [bookmark: _Toc226582083]Kapasitas Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapain tujuan organisasional, sumber daya manusia mencangkup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan (Manimpurung et al., 2018). Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam keberlangsungan suatu organisasi. Organisasi dibentuk untuk mewujudkan berbagai visi yang berorientasi pada kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya seluruh aktivitas organisasi dijalankan oleh manusia. Oleh karena itu, kapasitas sumber daya manusia perlu didukung oleh kemampuan yang memadai, baik pada tingkat individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem, sehingga sumber daya manusia tersebut mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi (Putri et al., 2022). Dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai, organisasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas, serta kualitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Pegawai yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam memahami tugas dan juga akan mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga (Yursrawati & Cahyanti, 2016). Kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya efektivitas dan efisiensi kerja, serta menghambat pencapaian kinerja organisasi. Sehingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga berisiko menurunkan kualitas pelayanan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Dengan demikian, kapasitas sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai akan lebih mampu melaksanakan tugas secara profesional, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan akuntabel.
2.2 [bookmark: _Toc221921021][bookmark: _Toc226582084]Penelitian Terdahulu 
 Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pemahaman akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, serta kapasitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar dan referensi dalam penyusunan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:
Putri Kharisma & Fitria Rahma (2023) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada instansi pemerintah daerah Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara parsial, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menempatkan sistem pengendalian internal dan kapasitas sumber daya manusia sebagai faktor penentu akuntabilitas kinerja.
Rizki & Rialdy (2023) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara parsial, penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan akuntansi pemerintahan serta semakin efektif pengawasan kualitas laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini relevan karena akuntabilitas kinerja merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Sari et al. (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial, kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini relevan karena kualitas laporan keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas kinerja pemerintah.
Anggraini & Afiqoh (2024)  melakukan penelitian the influence of local government accounting systems, internal control, and transparency on the performance accountability of local government agencies in gresik district . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Namun secara parsial, sistem akuntansi pemerintah daerah dan transparansi berpengaruh signifikan, sedangkan pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja.
Bejo et al. (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh good governance, pemahaman akuntansi, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian ini memperkuat peran pemahaman akuntansi pemerintah dalam mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja sektor publik. 

[bookmark: _Toc222428253][bookmark: _Toc222429549]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Nama
	Judul
	Hasil

	1
	Putri Kharisma & Fitria Rahma (2023)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi)
	Sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemerintah

	2 
	Rizki & Rialdy (2023)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	Secara parsial penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 


	3
	Sari et al. (2016)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sap, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo)
	Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan secara parsial kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan, sementara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan.

	4
	Anggraini & Afiqoh (2024)	The Influence Of Local Government Accounting Systems, Internal Control, And Transparency On The Performance Accountability Of Local Government Agencies In Gresik District

	Secara simultan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Secara parsial, sistem akuntansi pemerintah daerah dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sedangkan pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan.


Disambung ke halaman berikutnya

	No
	Nama
	Judul
	Hasil

	5
	Bejo et al. (2022)	Pengaruh Good Governance dan Pemahaman Akuntansi serta Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar
	Secara simultan dan parsial good governance, pemahaman akuntansi, dan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.


Tabel 2.1 Sambungan
Sumber : Data Olahan 2026
2.3 [bookmark: _Toc221921022][bookmark: _Toc226582085]Kerangka Konseptual 
 Kerangka konseptual dibangun untuk menjelaskan secara konseptual hubungan pengaruh setiap variabel dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan penelitian terdahulu, rerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut :
Agency Theory
Masyarakat 
(Publik)
Intansi Pemerintah
(Inspektorat)
Tanggung Jawab
Pemahaman Akuntansi Pemerintah
Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Kapasitas Sumber Daya Manusia
Akuntabilitas Kinerja




		



[bookmark: _Toc222428720]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 4 Kerangka Konseptual


Sumber : Data Olahan 2026
2.4 [bookmark: _Toc221921023][bookmark: _Toc226582086]Pengembangan Hipotesis
2.4.1. [bookmark: _Toc226582087]Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah 
Pengembangan hipotesis ini didasarkan pada Teori Keagenan (Agency Theory) yang menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Dalam hubungan keagenan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik serta hasil kinerja kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyajian informasi keuangan dan kinerja yang transparan, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemahaman akuntansi pemerintah mencerminkan kemampuan aparatur dalam memahami konsep, prinsip, dan proses akuntansi sektor publik hingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, SAP menjadi pedoman resmi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga diperlukan pemahaman akuntansi yang memadai agar aparatur mampu menjalankan fungsi akuntansi secara benar dan akuntabel.
Hasil penelitian Selvia Ayu Sella et al. (2020) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan itu, penelitian Bejo et al., (2022) juga membuktikan bahwa pemahaman akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi pemerintah, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:
H1 : Pemahaman Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.4.2. [bookmark: _Toc226582088]Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hipotesis ini juga didasarkan pada Teori Keagenan, yang menekankan pentingnya mekanisme pengendalian dalam memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan peraturan serta tujuan yang telah ditetapkan.
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif akan mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
Penelitian Putri Kharisma & Fitria Rahma (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, penelitian Anggraini & Afiqoh (2024) juga membuktikan bahwa sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:
H2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.4.3. [bookmark: _Toc226582089]Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hipotesis ini dikembangkan berdasarkan Teori Keagenan, yang memandang bahwa kualitas dan kapasitas agen sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam memenuhi kepentingan prinsipal. Kapasitas sumber daya manusia mencerminkan kemampuan aparatur yang meliputi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Aparatur pemerintah yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai akan mampu memahami regulasi, menjalankan prosedur kerja secara profesional, serta melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik. Kondisi tersebut akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Menurut Manimpurung et al. (2018) sumber daya manusia merupakan elemen utama yang siap, mau, dan mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, Yursrawati & Cahyanti (2016) menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dapat menghambat efektivitas kerja dan berdampak pada rendahnya pencapaian kinerja organisasi.
Penelitian Putri et al. (2022) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, penelitian Sari et al. (2016) membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai informasi dan kualitas laporan keuangan tersebut merupakan indikator penting dalam penilaian akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik kapasitas sumber daya manusia, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:
H3 : Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.4.4. [bookmark: _Toc226582090]Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hipotesis ini didasarkan pada teori keagenan yang menjelaskan adanya hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam hubungan tersebut, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya publik melalui penyajian kinerja yang dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas kinerja menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa agen telah bertindak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh prinsipal.
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kebijakan strategis untuk menjawab tuntutan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan kinerja sebagai alat evaluasi pencapaian pemerintah (Fiddin, 2021). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu didukung oleh faktor pemahaman akunatnsi pemerintah, sistem pengendalian intenal dan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini peran penting dalam memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja instansi pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
Hasil penelitian Sari et al. (2016) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dan menjadi dasar penting dalam menilai akuntabilitas kinerja. Selain itu, Selvia Ayu Sella et al. (2020) membuktikan bahwa pemahaman akuntansi dan pengendalian akuntansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan uraian teoritis dan dukungan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kapasitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:
H4: Pemahaman Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
2.5 [bookmark: _Toc221921024][bookmark: _Toc226582091] Model Penelitian
 Dengan demikian model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemahaman Akuntansi Pemerintah 
(X1)
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[bookmark: _Toc226582092]BAB III
 METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc221921028][bookmark: _Toc226582093]Definisi Operasional
3.1.1. [bookmark: _Toc226582094]Variabel Dependen
Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen (Sugiyono, 2023). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Saniya et al. (2025) menegaskan akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban serta menjelaskan kinerja dan tindakan individu, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan tersebut. 
Menurut Suwignyo (2019), Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:
a. Keterkaitan program dan kebijakan
b. Dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin 
c. Kegiatan dikontrol dengan ukuran 
d. Program yang disusun sesuai tuntutan masyarakat 
e. Kegunaan LAKIP
Variabel ini diukur yang diadaptasi dari Suwignyo (2019)  dengan skala likert lima tingkat, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral/tidak ada pendapat (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).
3.1.2. [bookmark: _Toc226582095]Variabel Independen
Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen (Sugiyono, 2023). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel independent meliputi pemahaman akuntansi pemerintahan (X1), sistem pengendalian intern pemerintah (X2), dan kualitas sumber daya manusia (X3). Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2023). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja (Y).
1. Pemahaman Akuntansi Pemerintah (X1)
Pemahaman akuntansi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami serta menjalankan proses akuntansi secara benar, baik secara manual maupun dengan bantuan teknologi komputer. Sumber daya manusia dianggap memiliki pemahaman akuntansi apabila didukung oleh pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam melaksanakan proses akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan. Pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan prinsip serta ketentuan penyusunan laporan keuangan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Setyowati et al., 2024).  Sehingga Pemahaman akuntansi pemerintah  dalam penelitian ini diukur melalui indikator sebagai berikut:
1. Kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Sistem akuntansi keuangan yang digunakan serta penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
2. Prosedur pencatatan transaksi keuangan
Pencatatan transaksi keuangan dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum, mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga pengklasifikasian transaksi.
Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan indikator yang diadaptasi dari G. Setyowati et al. (2024) dan diukur menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral/tidak ada pendapat (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).
2. Sistem Pengendalian Internal (X2)
Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi melalui serangkaian proses pengawasan, pengarahan, dan pengukuran terhadap pemanfaatan sumber daya. Pengendalian intern berfungsi utama untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan (fraud), serta menjamin keamanan dan keberadaan seluruh aset organisasi, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Setyaningrum & Haryanto, 2024). 
Indikator Sistem Pengendalian Internal (SPI) mengacu pada Aldino et al. (2022), yang meliputi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern.
Variabel ini diukur menggunakan instrumen diadaptasi dari  Aldino et al. (2022) dengan skala likert lima tingkat, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral/tidak ada pendapat (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).
3.  Kapasitas Sumber Daya Manusia (X3)
 Sumber daya manusia merupakan individu yang memiliki kesiapan, kemauan, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Kapasitas sumber daya manusia mencerminkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia umumnya dilihat dari beberapa indikator utama yang menggambarkan kompetensi individu dalam bekerja. 
Menurut Aldino et al. (2022) kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:
1. Pengetahuan: Tingkat pemahaman individu terhadap tugas, prosedur, dan bidang pekerjaannya. 
2. Pelaksanaan: Kemampuan individu dalam menerapkan pengetahuan ke dalam pelaksanaan pekerjaan secara tepat. 
3. Pelatihan: Upaya peningkatan kemampuan individu melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti. 
4. Pengalaman: Tingkat penguasaan pekerjaan yang diperoleh dari lamanya bekerja dan keterlibatan dalam berbagai tugas.
Kapasitas sumber daya manusia yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas serta mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengukuran variabel ini mengacu pada indikator yang dikembangkan oleh Aldino et al. (2022) dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral/tidak ada pendapat (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 




[bookmark: _Toc226075626]Tabel 3.  1 Definisi Variabel Operasional
	No
	Variabel
	Definisi Variabel
	Indikator

	1
	Akuntabilitas Kinerja (Y)

	Kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja kepada pihak yang berwenang (Saniya et al., 2025)
	Keterkaitan program dan kebijakan, Dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin, Kegiatan dikontrol dengan ukuran, Program yang disusun Sesuai tuntutan masyarakat dan Kegunaan LAKIP (Suwignyo, 2019) .

	2
	Pemahaman Akuntansi Pemerintah (X1)
	Kemampuan individu dalam memahami dan menerapkan proses akuntansi pemerintahan sesuai standar yang berlaku (G. Setyowati et al., 2024)
	Kesesuaian SAP, Prosedur pencatatan transaksi (G. Setyowati et al., 2024)

	3
	Sistem Pengendalian Intern (X2)
	Proses pengendalian untuk menjamin efektivitas operasional, keandalan laporan, dan kepatuhan terhadap peraturan (Setyaningrum & Haryanto, 2024)
	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi & Komunikasi, Pemantauan (Aldino et al., 2022)

	4
		



Kapasitas Sumber Daya Manusia (X3)
	Kemampuan individu dalam melaksanakan tugas secara efektif berdasarkan kompetensi yang dimiliki (Aldino et al., 2022)
	Pengetahuan, Pelaksanaan, Pelatihan, Pengalaman (Aldino et al., 2022)
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3.2 [bookmark: _Toc226582096]Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei, dimana data utama dikumpulkan dari sampel suatu populasi melalui penggunaan instrumen kuesioner di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. 
3.3 [bookmark: _Toc221921030][bookmark: _Toc226582097]Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian merupakan individu atau bagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2023) objek penelitian adalah sasaran kajian ilmiah untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan dapat dipercaya. Objek dalam penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan fokus kajian pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kapasitas sumber daya manusia. Adapun subjek penelitian adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pegawai yang terlibat dalam fungsi pengawasan, pengelolaan keuangan, serta penyusunan dan evaluasi kinerja instansi.
3.4 [bookmark: _Toc221921031][bookmark: _Toc226582098]Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan sumber perolehannya, yaitu  data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama (Sugiyono, 2023).
Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3.5 [bookmark: _Toc221921032][bookmark: _Toc226582099]Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, penulis mengambil populasi penelitian pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, yaitu seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan instansi tersebut. Total populasi dalam penelitian ini berjumlah 150 orang yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Teknik penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian. Penggunaan metode sensus dilakukan karena jumlah populasi relatif terbatas dan masih memungkinkan untuk dijangkau secara keseluruhan oleh peneliti, sehingga seluruh populasi dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan representatif terhadap kondisi yang diteliti.
Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 responden yang merupakan seluruh pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
3.6 [bookmark: _Toc221921033][bookmark: _Toc226582100]Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei yang dilakukan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer diperoleh melalui daftar pertanyaan yang disusun dalam bentuk kuesioner dan disebarkan secara langsung kepada pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi responden penelitian. Media kuesioner tersebut menyediakan beberapa alternatif jawaban yang disesuaikan dengan proporsi masing-masing pernyataan.
3.7 [bookmark: _Toc221921034][bookmark: _Toc226582101]Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis
 	Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan software IBM SPSS 25 yang bertujuan untuk melihat pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data melalui reliabilitas dan validitas serta uji asumsi klasik (meliputi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas).
3.7.1. [bookmark: _Toc226582102]Uji Kualitas Data
3.7.1.1. Uji Validitas
Validitas merupakan proses pengujian pertanyaan penelitian untuk mengetahui sejauh mana responden memahami pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Apabila hasilnya tidak valid, hal ini bisa menunjukkan bahwa responden belum memahami pertanyaan yang diajukan (Hafni Sahir, 2021). Metode yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner adalah dengan membandingkan nilai korelasi atau 1’hitung  dari setiap item pertanyaan dengan  1’tabel. Kriteria penentuan validitas item adalah sebagai berikut:
1. Jika 1’hitung > 1’tabel, maka item pertanyaan dianggap valid.
2. Jika 1’hitung < 1’tabel, maka item pertanyaan dianggap tidak valid.
3.7.1.2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengujian untuk memperoleh koefisien reliabilitas, yang berfungsi sebagai tolok ukur konsistensi data. Semakin tinggi nilai koefisien tersebut mendekati angka 1, semakin tinggi pula tingkat reliabilitas data.  Nilai reabilitas dinyatakan reliable jika mempunyai nilai Cronbach’s Alpha dari masing-masing instrument yang dikatakan valid jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 (Wiratna Sujarweni, 2021).
3.7.2. [bookmark: _Toc226582103]Uji Asumsi Klasik 
3.7.2.1. Uji Normalitas
Menurut Ghazali (2018) ,uji normalitas digunakan untuk menguji apakah residual memiliki distribusi normal. Model regresi dikatakan baik jika residualnya berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas umumnya dianggap terpenuhi bila jumlah sampel lebih dari 30. Untuk mengevaluasi normalitas data, dapat digunakan uji statistik Kolmogorov–Smirnov dengan tingkat signifikansi α  0,05, dengan kriteria: 
a. Jika nilai signifikansi sig  ≥ α, maka data sampel terdistribusi normal.
b. ika nilai signifikansi sig ≤ α, maka data sampel tidak terdistribusi normal.
3.7.2.2. Uji Multikolinearitas
 Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas, karena variabel independen yang saling berkorelasi menunjukkan kondisi tidak ortogonal, yaitu ketika nilai korelasi antar variabel independen tidak sama dengan nol. Menurut Ghazali (2018) pengujian Multikolinieritas akan menggunakan Variance Inflation factor (VIF) dengan kriteria yaitu: 
1. Jika angka tolerance dibawah 0,10 dan VIF > 10 dikatakan terdapat gejala multikolinieritas 
2. Jika angka tolerance diatas angka 0,10 dan VIF < 10 dikatakan tidak terdapat gejala multikolineraitas.
3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghazali, 2018).
3.7.3. [bookmark: _Toc226582104]Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi berganda (multiple regression). Uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 25 karena mampu menghasilkan output yang meyakinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut:

Dimana : 
Yₙ 	= Variabel dependen pada pengamatan ke-n
α 	= Konstanta
β₁, β₂, β₃ 	= Koefisien regresi
X₁ 	= Pemahaman Akuntansi Pemerintah
X₂	= Sistem Pengendalian Internal 
X₃ 	= Kapasitas Sumber Daya Manusia 
ε 	= Error term
3.7.3.1. Uji F
 Uji F (simultan) dilakukan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebesar 5% (0,05). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghazali, 2018).
3.7.3.2. Uji t
 Uji T (parsial) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebesar 5% (0,05). Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghazali, 2018).

3.7.3.3. Uji Koefisien Determinasi
 Nilai AdjustedR² menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen (X) dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen (Y). Apabila nilai koefisien determinasi sama dengan nol (Adjusted R² = 0), maka dapat diartikan bahwa variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai Adjusted R² bernilai satu (Adjusted R² = 1), maka seluruh variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, yang berarti seluruh titik pengamatan berada tepat pada garis regresi (Ghazali, 2018).
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Assalamu’alaikum Wr. Wb, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.
Perkenalkan saya Nilam Cahya Istiqomah dengan NIM 2201036044, mahasiswi Program Studi S-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul:
“Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.”
Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 
2. Pegawai yang masih aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Khususnya pegawai yang terlibat dalam fungsi pengawasan, pengelolaan keuangan, serta penyusunan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
Seluruh jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis.
Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Peneliti

Nilam Cahya Istiqomah
2201036044


IDENTITAS RESPONDEN
	Nama/inisial
	:
	
	

	Jenis kelamin
	: 
	☐ Laki-laki
	☐ Perempuan

	Usia 
	:
	☐ ≤ 25 tahun
☐ 26-30 tahun
☐ 31-35 tahun
	☐ 36-40 tahun
☐ > 40 tahun

	Masa kerja
	:
	☐ < 1 tahun
☐ 1-5 tahun
	☐ 6-10 tahun
☐ > 10 tahun



Petunjuk pengisian 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama.
2. Berikan jawaban sesuai dengan kondisi dan pengalaman kerja anda.
Keterangan Skala 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral/tidak ada pendapat (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)


A. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
Petunjuk 
Untuk setiap pernyataan yang ada, Berilah tanda “X” (pada kotak yang tersedia) untuk jawaban yang menurut Anda paling sesuai! 
	No
	Pernyataan
	1 
	2
	3
	4
	5

	1.
	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.
	
	
	
	
	

	2.
	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin
	
	
	
	
	

	3.
	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.
	
	
	
	
	

	4.
	Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.
	
	
	
	
	

	5.
	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
	
	
	
	
	



B. Pemahaman Akuntansi Pemerintah (X1)
Petunjuk 
Untuk setiap pernyataan yang ada, Berilah tanda “X” (pada kotak yang tersedia) untuk jawaban yang menurut Anda paling sesuai! 

	No
	Pernyataan
	1 
	2
	3
	4
	5

	Kesesuaian Penerapan SAP
	
	
	
	
	

	1.
	Saya masih mengalami kesulitan dalam memahami penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan.
	
	
	
	
	

	2.
	Sistem akuntansi keuangan pada instansi saya telah sesuai dengan SAP berbasis akrual
	
	
	
	
	

	3.
	Saya mampu menyesuaikan pekerjaan dengan prinsip-prinsip SAP yang berlaku.
	
	
	
	
	

	Prosedur Pencatatan Transaksi Keuangan
	
	
	
	
	

	4.
	Saya masih memerlukan bantuan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan sesuai standar yang berlaku.
	
	
	
	
	

	5.
	Prosedur pencatatan transaksi keuangan di instansi saya seringkali dilaksanakan secara sistematis program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
	
	
	
	
	



C. Sistem Pengendalian Internal (X2)
Petunjuk 
Untuk setiap pernyataan yang ada, Berilah tanda “X” (pada kotak yang tersedia) untuk jawaban yang menurut Anda paling sesuai! 
	No
	Pernyataan
	1 
	2
	3
	4
	5

	Lingkungan Kontrol 
	
	
	
	
	

	1.
	Penerapan nilai integritas dan etika dalam sistem pengendalian internal berjalan secara konsisten.
	
	
	
	
	

	2.
	Struktur organisasi yang ada sepenuhnya mendukung kebutuhan pelaksanaan pengendalian internal.
	
	
	
	
	

	3.
	Sistem pengendalian internal mampu meminimalkan risiko kesalahan dalam pencapaian tujuan instansi.
	
	
	
	
	

	Risiko Penilaian
	
	
	
	
	

	4.
	Analisis risiko yang dilakukan pimpinan  mencakup seluruh aspek kegiatan secara menyeluruh.
	
	
	
	
	

	5.
	Aparat pemerintah telah memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara memadai.
	
	
	
	
	



	Aktivitas Pengendalian
	
	
	
	
	

	6.
	Semua transaksi yang dientry dan diproses ke dalam computer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi.
	
	
	
	
	

	7.
	Kebijakan dan prosedur pengamanan aset telah diterapkan secara efektif.
	
	
	
	
	

	8.
	Upaya pengamanan terhadap aset dan infrastruktur dilaksanakan secara optimal.
	
	
	
	
	

	Informasi dan Komunikasi
	
	
	
	
	

	9.
	Sistem pengendalian internal mampu menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada seluruh personel.
	
	
	
	
	

	10.
	Informasi yang tersedia telah mendukung pengambilan keputusan secara tepat waktu.
	
	
	
	
	

	11.
	Saluran komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dalam mendukung pengendalian internal.
	
	
	
	
	

	Pemantauan
	
	
	
	
	

	12.
	Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal belum berjalan secara optimal.
	
	
	
	
	

	13.
	Hasil evaluasi pengendalian internal telah dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan sistem.
	
	
	
	
	



D. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X3)
Petunjuk 
Untuk setiap pernyataan yang ada, Berilah tanda “X” (pada kotak yang tersedia) untuk jawaban yang menurut Anda paling sesuai! 
	No
	Pernyataan
	1 
	2
	3
	4
	5

	Pengetahuan
	
	
	
	
	

	1.
	Saya memahami peraturan dan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku
	
	
	
	
	

	2. 
	Saya masih mengalami kesulitan dalam memahami perubahan kebijakan di bidang akuntansi pemerintah.
	
	
	
	
	

	Pelaksanaan
	
	
	
	
	

	3.
	Saya mampu melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.
	
	
	
	
	

	Pelatihan
	
	
	
	
	

	4.
	Instansi Saya mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) yang relevan dengan bidang pekerjaan
	
	
	
	
	

	5. 
	Pelatihan yang saya ikuti sepenuhnya mendukung peningkatan kemampuan kerja.
	
	
	
	
	

	Pengalaman
	
	
	
	
	

	6.
	Pengalaman kerja yang saya miliki membantu dalam menyelesaikan tugas secara efektif.
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
	Y
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5
	TOTAL 

	1
	5
	5
	5
	4
	5
	24

	2
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	3
	5
	4
	4
	4
	5
	22

	4
	4
	4
	3
	4
	4
	19

	5
	4
	5
	5
	4
	5
	23

	6
	4
	3
	4
	3
	4
	18

	7
	5
	4
	4
	4
	5
	22

	8
	4
	5
	4
	3
	5
	21

	9
	3
	3
	3
	4
	4
	17

	10
	4
	5
	4
	4
	5
	22

	11
	4
	5
	3
	4
	4
	20

	12
	4
	5
	4
	4
	5
	22

	13
	4
	5
	4
	4
	4
	21

	14
	4
	5
	4
	4
	4
	21

	15
	4
	4
	4
	4
	5
	21

	16
	4
	5
	5
	4
	5
	23

	17
	5
	3
	4
	3
	5
	20

	18
	2
	2
	2
	2
	1
	9

	19
	5
	3
	4
	4
	5
	21

	20
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	21
	3
	4
	3
	3
	4
	17

	22
	5
	5
	5
	4
	5
	24

	23
	4
	5
	4
	4
	4
	21

	24
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	25
	4
	5
	4
	3
	4
	20

	26
	3
	4
	3
	3
	3
	16

	27
	3
	3
	2
	4
	2
	14

	28
	4
	5
	5
	4
	5
	23

	29
	4
	4
	5
	3
	5
	21

	30
	5
	5
	5
	5
	5
	25






Pemahaman Akuntansi Pemerintah (X1)
	X1
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	Total

	1
	4
	4
	4
	3
	1
	16

	2
	4
	4
	4
	3
	3
	18

	3
	4
	4
	3
	3
	2
	16

	4
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	5
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	6
	4
	4
	4
	5
	5
	22

	7
	2
	5
	5
	5
	5
	22

	8
	3
	4
	3
	4
	3
	17

	9
	3
	2
	3
	3
	2
	13

	10
	3
	4
	4
	4
	4
	19

	11
	2
	2
	3
	3
	3
	13

	12
	2
	4
	4
	2
	1
	13

	13
	4
	4
	5
	3
	2
	18

	14
	3
	4
	5
	3
	2
	17

	15
	2
	4
	4
	2
	1
	13

	16
	3
	2
	2
	1
	2
	10

	17
	3
	4
	4
	3
	4
	18

	18
	2
	2
	2
	1
	1
	8

	19
	3
	3
	4
	4
	4
	18

	20
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	21
	4
	5
	4
	4
	3
	20

	22
	1
	5
	5
	1
	1
	13

	23
	3
	4
	4
	5
	2
	18

	24
	1
	4
	4
	3
	3
	15

	25
	3
	4
	3
	5
	4
	19

	26
	4
	3
	4
	3
	3
	17

	27
	3
	3
	2
	2
	3
	13

	28
	3
	4
	4
	5
	5
	21

	29
	4
	3
	5
	5
	4
	21

	30
	3
	5
	4
	4
	5
	21



Sistem Pengendalian Internal (X2)
	X2
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X2.5
	X2.6
	X2.7
	X2.8
	X2.9
	X2.10
	X2.11
	X2.12
	X2.13
	Total 

	1
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	51

	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	50

	3
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	53

	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	5
	51

	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	59

	6
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	3
	3
	58

	7
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	59

	8
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	57

	9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	26

	10
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	55

	11
	3
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	28

	12
	5
	4
	5
	3
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	59

	13
	4
	4
	5
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	4
	5
	2
	5
	50

	14
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	53

	15
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	52

	16
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	58

	17
	4
	3
	3
	4
	5
	4
	2
	3
	3
	4
	3
	4
	5
	47

	18
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	2
	21

	19
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	56

	20
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	39

	21
	3
	4
	3
	3
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	4
	3
	4
	45

	22
	5
	5
	4
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	51

	23
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	3
	3
	4
	5
	5
	3
	4
	54

	24
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	1
	4
	49

	25
	5
	4
	5
	2
	1
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	50

	26
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	39

	27
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	3
	31

	28
	4
	4
	5
	5
	5
	3
	3
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	57

	29
	4
	5
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	5
	5
	4
	3
	3
	52

	30
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	3
	4
	5
	5
	4
	58



Kapasitas SDM (X3)
	X3
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	X3.6
	Total 

	1
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	2
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	23

	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	4
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	26

	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	29

	6
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	26

	7
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	8
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	25

	9
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	17

	10
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	11
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	15

	12
	5
	2
	5
	5
	5
	4
	26

	13
	4
	2
	4
	4
	5
	5
	24

	14
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	23

	15
	4
	2
	4
	4
	5
	5
	24

	16
	5
	3
	5
	5
	5
	4
	27

	17
	4
	3
	4
	5
	4
	4
	24

	18
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	8

	19
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	25

	20
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	16

	21
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	22

	22
	5
	1
	5
	5
	5
	5
	26

	23
	4
	4
	3
	4
	5
	5
	25

	24
	4
	1
	4
	4
	4
	4
	21

	25
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	26

	26
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18

	27
	3
	3
	2
	3
	2
	3
	16

	28
	3
	3
	4
	3
	5
	5
	23

	29
	5
	4
	3
	3
	5
	4
	24

	30
	4
	5
	3
	4
	5
	5
	26




[bookmark: _Toc226582147]Lampiran  3. Hasil Uji Validitas
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

	Correlations

	
	Y01
	Y02
	Y03
	Y04
	Y05
	TOTAL

	Y01
	Pearson Correlation
	1
	.440*
	.730**
	.583**
	.808**
	.852**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.015
	.000
	.001
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Y02
	Pearson Correlation
	.440*
	1
	.640**
	.532**
	.579**
	.777**

	
	Sig. (2-tailed)
	.015
	
	.000
	.002
	.001
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Y03
	Pearson Correlation
	.730**
	.640**
	1
	.464**
	.828**
	.895**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	
	.010
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Y04
	Pearson Correlation
	.583**
	.532**
	.464**
	1
	.513**
	.710**

	
	Sig. (2-tailed)
	.001
	.002
	.010
	
	.004
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Y05
	Pearson Correlation
	.808**
	.579**
	.828**
	.513**
	1
	.912**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.001
	.000
	.004
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	TOTAL
	Pearson Correlation
	.852**
	.777**
	.895**
	.710**
	.912**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


KESIMPULAN 
	Item
	r hitung
	r tabel
	Keterangan

	Y01
	0.852
	0.361
	VALID

	Y02
	0.777
	0.361
	VALID

	Y03
	0.895
	0.361
	VALID

	Y04
	0.710
	0.361
	VALID

	Y05
	0.912
	0.361
	VALID







Pemahaman Akuntansi Pemerintah (X1)

	Correlations

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	TOTAL

	X1.1
	Pearson Correlation
	1
	.102
	.140
	.448*
	.327
	.561**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.592
	.461
	.013
	.078
	.001

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.2
	Pearson Correlation
	.102
	1
	.660**
	.395*
	.284
	.640**

	
	Sig. (2-tailed)
	.592
	
	.000
	.031
	.128
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.3
	Pearson Correlation
	.140
	.660**
	1
	.412*
	.232
	.635**

	
	Sig. (2-tailed)
	.461
	.000
	
	.024
	.217
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.4
	Pearson Correlation
	.448*
	.395*
	.412*
	1
	.765**
	.888**

	
	Sig. (2-tailed)
	.013
	.031
	.024
	
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.5
	Pearson Correlation
	.327
	.284
	.232
	.765**
	1
	.797**

	
	Sig. (2-tailed)
	.078
	.128
	.217
	.000
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	TOTAL
	Pearson Correlation
	.561**
	.640**
	.635**
	.888**
	.797**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.001
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


KESIMPULAN
	Item
	r hitung
	r tabel
	Keterangan

	X1.1
	0.561
	0.361
	VALID

	X1.2
	0.640
	0.361
	VALID

	X1.3
	0.635
	0.361
	VALID

	X1.4
	0.888
	0.361
	VALID

	X1.5
	0.797
	0.361
	VALID








Sistem Pengendalian Internal (X2)

	Correlations

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X2.5
	X2.6
	X2.7
	X2.8
	X2.9
	X2.10
	X2.11
	X2.12
	X2.13
	TOTAL

	X2.1
	Pearson Correlation
	1
	.690**
	.760**
	.521**
	.435*
	.739**
	.712**
	.714**
	.820**
	.747**
	.753**
	.545**
	.677**
	.855**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000
	.003
	.016
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.002
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.2
	Pearson Correlation
	.690**
	1
	.792**
	.551**
	.548**
	.649**
	.765**
	.741**
	.695**
	.702**
	.712**
	.470**
	.567**
	.838**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000
	.002
	.002
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.009
	.001
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.3
	Pearson Correlation
	.760**
	.792**
	1
	.603**
	.467**
	.602**
	.733**
	.703**
	.699**
	.831**
	.822**
	.494**
	.609**
	.859**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	
	.000
	.009
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.006
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.4
	Pearson Correlation
	.521**
	.551**
	.603**
	1
	.820**
	.609**
	.514**
	.660**
	.605**
	.724**
	.608**
	.378*
	.536**
	.773**

	
	Sig. (2-tailed)
	.003
	.002
	.000
	
	.000
	.000
	.004
	.000
	.000
	.000
	.000
	.039
	.002
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.5
	Pearson Correlation
	.435*
	.548**
	.467**
	.820**
	1
	.590**
	.396*
	.562**
	.579**
	.704**
	.509**
	.416*
	.509**
	.722**

	
	Sig. (2-tailed)
	.016
	.002
	.009
	.000
	
	.001
	.030
	.001
	.001
	.000
	.004
	.022
	.004
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.6
	Pearson Correlation
	.739**
	.649**
	.602**
	.609**
	.590**
	1
	.715**
	.676**
	.616**
	.686**
	.849**
	.411*
	.629**
	.821**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.001
	
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.024
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.7
	Pearson Correlation
	.712**
	.765**
	.733**
	.514**
	.396*
	.715**
	1
	.787**
	.688**
	.601**
	.757**
	.462*
	.535**
	.813**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.004
	.030
	.000
	
	.000
	.000
	.000
	.000
	.010
	.002
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.8
	Pearson Correlation
	.714**
	.741**
	.703**
	.660**
	.562**
	.676**
	.787**
	1
	.713**
	.747**
	.731**
	.643**
	.578**
	.875**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.001
	.000
	.000
	
	.000
	.000
	.000
	.000
	.001
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.9
	Pearson Correlation
	.820**
	.695**
	.699**
	.605**
	.579**
	.616**
	.688**
	.713**
	1
	.813**
	.721**
	.436*
	.494**
	.836**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.001
	.000
	.000
	.000
	
	.000
	.000
	.016
	.005
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.10
	Pearson Correlation
	.747**
	.702**
	.831**
	.724**
	.704**
	.686**
	.601**
	.747**
	.813**
	1
	.846**
	.503**
	.650**
	.902**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.000
	.005
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.11
	Pearson Correlation
	.753**
	.712**
	.822**
	.608**
	.509**
	.849**
	.757**
	.731**
	.721**
	.846**
	1
	.457*
	.663**
	.883**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.004
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.011
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.12
	Pearson Correlation
	.545**
	.470**
	.494**
	.378*
	.416*
	.411*
	.462*
	.643**
	.436*
	.503**
	.457*
	1
	.547**
	.651**

	
	Sig. (2-tailed)
	.002
	.009
	.006
	.039
	.022
	.024
	.010
	.000
	.016
	.005
	.011
	
	.002
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.13
	Pearson Correlation
	.677**
	.567**
	.609**
	.536**
	.509**
	.629**
	.535**
	.578**
	.494**
	.650**
	.663**
	.547**
	1
	.755**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.001
	.000
	.002
	.004
	.000
	.002
	.001
	.005
	.000
	.000
	.002
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	TOTAL
	Pearson Correlation
	.855**
	.838**
	.859**
	.773**
	.722**
	.821**
	.813**
	.875**
	.836**
	.902**
	.883**
	.651**
	.755**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


KESIMPULAN
	Item
	r hitung
	r tabel
	Keterangan

	X2.1
	0.855
	0.361
	VALID

	X2.2
	0.838
	0.361
	VALID

	X2.3
	0.859
	0.361
	VALID

	X2.4
	0.773
	0.361
	VALID

	X2.5
	0.722
	0.361
	VALID

	X2.6
	0.821
	0.361
	VALID

	X2.7
	0.813
	0.361
	VALID

	X2.8
	0.875
	0.361
	VALID

	X2.9
	0.836
	0.361
	VALID

	X2.10
	0.902
	0.361
	VALID

	X2.11
	0.883
	0.361
	VALID

	X2.12
	0.651
	0.361
	VALID

	X2.13
	0.755
	0.361
	VALID





Kapasitas SDM (X3)

	Correlations

	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	X3.6
	TOTAL

	X3.1
	Pearson Correlation
	1
	.221
	.770**
	.753**
	.769**
	.606**
	.844**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.240
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.2
	Pearson Correlation
	.221
	1
	.161
	.176
	.251
	.416*
	.504**

	
	Sig. (2-tailed)
	.240
	
	.395
	.352
	.182
	.022
	.004

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.3
	Pearson Correlation
	.770**
	.161
	1
	.719**
	.722**
	.642**
	.827**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.395
	
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.4
	Pearson Correlation
	.753**
	.176
	.719**
	1
	.694**
	.669**
	.822**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.352
	.000
	
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.5
	Pearson Correlation
	.769**
	.251
	.722**
	.694**
	1
	.872**
	.896**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.182
	.000
	.000
	
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.6
	Pearson Correlation
	.606**
	.416*
	.642**
	.669**
	.872**
	1
	.884**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.022
	.000
	.000
	.000
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	TOTAL
	Pearson Correlation
	.844**
	.504**
	.827**
	.822**
	.896**
	.884**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.004
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


KESIMPULAN
	Item
	r hitung
	r tabel
	Keterangan

	X3.1
	0.844
	0.361
	VALID

	X3.2
	0.504
	0.361
	VALID

	X3.3
	0.827
	0.361
	VALID

	X3.4
	0.822
	0.361
	VALID

	X3.5
	0.896
	0.361
	VALID

	X3.6
	0.884
	0.361
	VALID





[bookmark: _Toc226582148]Lampiran  4. Hasil Uji Reliabilitas
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.886
	5



Pemahaman Akuntansi Pemerintah (X1)

	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.756
	5



Sistem Pengendalian Internal (X2)

	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.955
	13



Kapasitas SDM (X3)

	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.872
	6
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